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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR  4   TAHUN  2007 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN  

PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada setiap orang atau 
badan sehingga mudah dijangkau atas pungutan daerah sebagai 
pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah 
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, perlu 
perubahan pungutan setiap izin retribusi pengelolaan sarang burung 
walet yang diberikan oleh Bupati; 

 
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 28 

Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet 
tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diubah; 

 
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Bangka Tengah 
Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang 
Burung Walet;   

 
 
Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3414); 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 

 
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

 
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4268); 

 
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27); 

 
13 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2006 

tentang Retribusi Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 34); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

dan 

BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 28 TAHUN 2006 
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG 
WALET. 

 
 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan 
Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun 2006 Nomor 34), diubah sebagai berikut : 
 
 
Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
 

Pasal 6  

(1) Setiap izin yang diterbitkan Bupati dikenakan biaya retribusi sebagai 
berikut : 
a. izin awal untuk habitat alami besarnya retribusi Rp. 75.000,-.                                 

(tujuh puluh lima ribu rupiah)/m²; 
b. izin awal untuk diluar habitat alami besarnya retribusi Rp. 

10.000,-(sepuluh ribu rupiah)/m²; 
c. izin  pendaftaran ulang untuk habitat alami besarnya retribusi    

Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/m²; dan 
d. izin pendaftaran ulang untuk diluar habitat alami besarnya 

retribusi Rp. 5000 ,- (lima ribu rupiah)/m². 
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(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

disesuaikan dengan koefisien tata ruang bangunan walet yang akan 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

 
 

Pasal II 

Peraturan  Daerah  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  diundangkan. 
 
Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah. 

 
 
 

Disahkan di Koba 
pada tanggal  15 Maret  2007 

  
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
 

                  cap/dto 
 
 

                   ABU HANIFAH  
 
 

Diundangkan di Koba 
pada tanggal  5 April 2007 
        
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
cap/dto 
 
UMAR MANSYUR 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 42     
 

 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


